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ABSTRAK

Sistem remunerasi yang dirancang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai instrumen
strategis dalam reformasi birokrasi, mendorong perubahan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja yang objektif dan terukur
dapat mempercepat terwujudnya good governance. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
impelementasi remunerasi terhadap kinerja ASN dan mutu pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan diskriptif kualitatif untuk dapat mendeskrupsikan hubungan pengaruh remunerasi dengan kinerja dan
kualitas pelayanan publik. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.
Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Malang Raya yaitu BKPSDM Kota Batu,
Dinas Sosial Kabupaten Malang, dan Dinas Sosial Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
kebijakan remunerasi pada berbagai instansi pemerintah memiliki dampak yang bervariasi dalam mendukung
peningkatan kinerja ASN dan mutu kualitas pelayanan publik. Di BKPSDM Kota Batu, implementasi remunerasi
menunjukkan pengaruh dalam perubahan perilaku, sehingga remunerasi berfungsi sebagai investasi strategis
dalam pengembangan sumber daya manusia. Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang, remunerasi menunjukkan
pengaruh perubahan perilaku ASN, mempercepat proses birokrasi, mendorong efisiensi, dan meningkatkan
efektivitas kerja ASN serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Sedangkan,
pengaruh implementasi remunerasi di Dinas Sosial Kota Malang, remunerasi berpotensi memperkuat tata kelola
pemerintahan melalui peningkatan kinerja ASN, motivasi, profesionalitas, dan akuntabilitas yang mendorong
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa
implementasi remunerasi yang tidak hanya dapat memengaruhi aspek motivasi dan kinerja, tetapi juga berpotensi
meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
efektif, transparan, dan berintegritas.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Kinerja, Malang Raya, Pelayanan Publik, Remunerasi.

Pendahuluan dasar masyarakat melalui penyediaan layanan

Pemerintahan sebagai suatu sistem yang publik yang efektif dan berkualitas (Nag, 2018).
menjalankan kewenangan negara dalam mengatur, Kedua fungsi tersebut dapat diterjemahkan
mengelola, dan melayani masyarakat demi melalui kinerja aparatur pemerintah pada Organisasi
tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung
(Basniwati et al., 2021). Secara konseptual, jawab sesuai bidangnya sebagai representasi
pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pemerintah (Rosita & Asrini, 2022). Dalam konteks
pengelola kekuasaan atau pengaturan (government ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran
as authority), tetapi juga sebagai penyedia layanan strategis sebagai pelaksana utama pelayanan publik
publik (government as service provider) yang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,
bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjadi pendukung fungsi pengaturan
warga negara dan memajukan kesejahteraan umum melalui kinerja birokrasi yang profesional (Wirawan
(Torfing et al.,, 2019). Pada fungsi pemerintah & Tjenreng, 2025). Penerapan prinsip good
sebagai pengaturan, hakikatnya sebagai legal state, governance scbagai manivestasi pemerintah yang
yang menetapkan tata tertib, norma, dan kebijakan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, dan
untuk mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam responsivitas yang tidak hanya menuntut kapasitas
masyarakat. Sementara itu, fungsi pelayanan birokrasi yang andal, tetapi juga memerlukan
mencerminkan peran negara sebagai welfare state, dukungan sistem manajemen sumber daya manusia
yang berperan dalam upaya memenuhi kebutuhan yang efektif (Rosita & Asrini, 2022).
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Remunerasi adalah bentuk kompensasi
atau imbalan yang diberikan kepada seseorang
sebagai balasan atas jasa, kerja, atau kontribusi yang
telah diberikan dalam melaksanakan tugas atau
pekerjaan (Siahaan & Meilani, 2019). Remunerasi
memiliki peran penting dalam manajemen sumber
daya manusia karena menjadi salah satu alat utama
untuk memotivasi karyawan agar bekerja dengan
produktif, loyal, dan berkomitmen terhadap tujuan
organisasi (Hutabarat, 2019). Dalam konteks
organisasi pemerintahan, sistem remunerasi juga
diarahkan untuk menciptakan keadilan dan
transparansi, serta menyesuaikan imbalan dengan
pencapaian hasil kerja yang nyata. Sistem
remunerasi berbasis evaluasi kinerja bagi ASN
berfungsi sebagai mekanisme pemberian imbalan
yang tidak hanya berdasarkan jabatan atau masa
kerja, tetapi juga pada pencapaian hasil kerja yang
diukur melalui evaluasi kinerja (Kealesitse et al.,
2013).

Implementasi sistem remunerasi di wilayah
Malang Raya masih tergolong baru dan masih dalam
tahap pengembangan dan sosialisasi pada beberapa
instansi  Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
(Yuliastina et al., 2021). Implementasi remunerasi
berbasis kinerja yang mulai diterapkan berpotensi
dapat meningkatkan kinerja ASN (Heinrich, 2002).
Namun, efektivitas remunerasi tersebut terhadap
kualitas pelayanan publik masih perlu dievaluasi
secara menyeluruh dan sistematis. Di sisi lain,
hubungan antara penerapan sistem remunerasi yang
efektif dengan output prinsip good governance yang
meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi,
partisipasi, dan responsivitas belum sepenuhnya
dimonitor secara konsisten di OPD wilayah Malang
Raya.

Remunerasi yang adil, transparan, dan
berbasis kinerja berfungsi sebagai stimulus penting
untuk meningkatkan profesionalisme, produktivitas,
dan integritas ASN (Brinkerhoff & Wetterberg,
2013). Implementasi sistem remunerasi yang tepat
tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas
kinerja ASN, tetapi juga memperkuat fungsi
pelayanan pemerintah daerah, seperti di wilayah
Malang Raya. Peningkatan mutu pelayanan publik
tersebut sekaligus menjadi manifestasi peran negara
dalam fungsi kesejahteraan, serta memperkokoh
fungsi pengaturan dalam kerangka tata kelola
pemerintahan yang Dberorientasi pada good
governance (Madjid, 2024).

Kinerja ASN yang tinggi tidak hanya
ditentukan oleh kompetensi dan kapasitas kerja,
tetapi juga oleh tingkat motivasi yang mendorong
mereka untuk memberikan pelayanan terbaik
(Hajiali et al., 2022). Dalam konteks ini, remunerasi
berperan sebagai insentif yang secara langsung
mempengaruhi motivasi kerja ASN (Sitopu et al.,
2021). Pemberian imbalan yang proporsional
terhadap capaian kinerja dan kontribusi pegawai
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dapat menumbuhkan rasa dihargai, meningkatkan
komitmen, serta memacu semangat untuk mencapai
target kerja secara lebih efektif (Imran et al., 2024).
Selain itu, remunerasi yang diberikan secara adil dan
transparan dapat memperkuat budaya kerja berbasis
prestasi, mendorong disiplin, serta mengurangi
praktik kerja yang tidak produktif (Jayeoba et al.,
2025).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi
penting untuk dilakukan guna mengevaluasi sistem
remunerasi dapat mendorong peningkatan kinerja
ASN dan kualitas pelayanan publik di lingkungan
pemerintah daerah di wilayah Malang Raya.
Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan
yang lebih tepat sasaran dalam mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
berorientasi pada good governance.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif untuk menganalisis pengaruh
implementasi sistem remunerasi terhadap kinerja
ASN dan kualitas pelayanan publik (Nasution et al.,
2025). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, dan wawancara pada pegawai ASN dan
stakeholder terkait dampak remunerasi terhadap
penguatan tata kelola (Mazhar, 2021). Adapun
penelitian dilakukan di tiga lokasi pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Malang Raya yaitu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, Kantor Dinas
Sosial Kabupaten Malang, dan Dinas Sosial Kota
Malang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Malang Raya merupakan unit organisasi
pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana
urusan pemerintahan di tingkat daerah untuk
membantu kepala daerah (Walikota atau Bupati)
dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, implementasi remunerasi bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur oleh pemerintah
pusat melalui Peraturan BKN Nomor 10 Tahun
2022. Regulasi ini menetapkan prosedur pemberian
tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja
pegawai,  sekaligus  mengatur  mekanisme
pemotongan sebagai bentuk sanksi bagi pegawai
yang tidak memenuhi ketentuan, antara lain tidak
menyusun laporan penilaian kinerja, tidak mencapai
target yang ditetapkan, tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah, atau melakukan pelanggaran
disiplin.

Selaras dengan kebijakan pusat tersebut, di
ketiga daerah lokasi penelitian, yaitu wilayah
Malang Raya, telah disusun regulasi turunan yang
mengatur pemberian TPP pada pemerintah daerah.
Di Kota Malang, kebijakan ini dituangkan dalam
Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2024
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tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2
Tahun 2023; di Kabupaten Malang melalui
Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2025; dan
di Kota Batu melalui Peraturan Walikota Batu
Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan-peraturan tersebut
menjadi dasar hukum dalam penetapan dan
pencairan TPP, dengan tujuan mendorong
profesionalisme ASN dan meningkatkan kualitas
layanan publik melalui pemberian insentif tambahan
penghasilan yang selaras dengan pencapaian tugas
dan tanggung jawab. Kebijakan ini sekaligus
menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi
yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan keadilan
dalam sistem remunerasi ASN di tingkat daerah.
Dalam hasil penelitian ini, manajemen sumber
daya ASN di Malang Raya melalui pemberian
remunerasi berbasis kinerja menciptakan dorongan
intrinsik dan  ekstrinsik  bagi ASN  untuk
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meningkatkan  disiplin  kerja. =~ Mekanisme
pemantauan dan penilaian kinerja membuat perilaku
absen tanpa alasan sah atau keterlambatan menjadi
terdeteksi dengan mudah, sehingga meminimalkan
pelanggaran prosedur. Transparansi penilaian juga
memperkuat rasa keadilan, mengurangi toleransi
terhadap perilaku tidak disiplin. Hubungan langsung
antara kinerja dan kompensasi berperan sebagai
performance-based reward yang efektif (Thneibat &
Sweis, 2023). ASN tidak hanya terdorong untuk
memenuhi target, tetapi juga untuk
mempertahankan performa demi mendapatkan
pengakuan dalam bentuk tunjangan tambahan.
Penghargaan ini menciptakan efek psikologis
positif, memperkuat loyalitas, dan memotivasi
pegawai untuk mempertahankan kualitas kerjanya
(Ahmad, 2021).

Tabel 1. Dampak remunerasi terhadap kinerja ASN dan Pelayanan Publik

No. Lembaga/OPD Dasar Hukum

Pengaruh Remunerasi

1 BKPSDM Peraturan 1. ASN terdorong untuk hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas,
Kota Batu Walikota Batu dan mengikuti prosedur kerja dengan tertib.
Nomor 10 2. ASN lebih termotivasi bekerja secara adil, transparan, dan
Tahun 2025 bertanggung jawab sesuai tugasnya.

3. Meskipun masih ada kesenjangan, sistem ini menjadi alat untuk
mendorong  peningkatan  kompetensi dan  keselarasan
kemampuan antar ASN.

4. ASN menjadi lebih sadar akan tanggung jawab dan akuntabilitas
kerja sebagai konsekuensi dari remunerasi yang diterima.

2 Dinas Sosial Peraturan 1. Sistem remunerasi mempercepat proses birokrasi, mendorong
Kabupaten Bupati efisiensi, dan meningkatkan efektivitas kerja ASN.
Malang Malang 2. Penerapan remunerasi digabungkan dengan penilaian kinerja
Nomor 1 ASN dengan menggunakan aplikasi internal terintegrasi dalam
Tahun 2025 “Siap Kerja”.

3. ASN yang kompeten dan termotivasi mampu memberikan
pelayanan yang lebih responsive, akurat, dan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat.

4. Menciptakan birokrasi yang professional.

5. Pegawai merasa dihargai dan lebih semangat bekerja
dengan ada imbalan nyata saat bekerja dengan baik.

6. Mendorong  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik
secara berkelanjutan.

3 Dinas Sosial Peraturan 1. Meningkatkan motivasi kerja ASN karena ada keterkaitan
Kota Malang Walikota langsung antara kinerja dan kompensasi.
Malang 2. Mendorong profesionalisme dan disiplin karena penilaian
Nomor 1 berbasis data dan transparan.

Tahun 2024 3.

W

Mengurangi praktik koruptif dan nepotisme karena insentif
diberikan secara objektif.

Meningkatkan kualitas layanan publik karena pegawai
termotivasi memberi pelayanan cepat, tepat, dan berkualitas.
Menciptakan iklim kerja yang kompetitif, adil, dan terbuka.
Meningkatkan akuntabilitas karena pegawai sadar kinerjanya
dimonitor dan mempengaruhi tunjangan

Sistem remunerasi yang terukur memperjelas

konsekuensi  finansial ~ langsung. Hal ini

ekspektasi kinerja sekaligus menumbuhkan rasa
tanggung jawab pribadi. ASN memahami bahwa
kualitas dan kuantitas pekerjaan mereka memiliki
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menciptakan lingkungan kerja yang profesional, di
mana pencapaian target menjadi prioritas utama, dan
kinerja buruk memiliki risiko berupa pemotongan
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tunjangan (Sugiarti, 2021). Insentif berbasis kinerja
mendorong ASN untuk memberikan pelayanan
publik yang responsif dan berkualitas. Persaingan
positif di antara pegawai mendorong inovasi
layanan, mempercepat proses administrasi, dan
meningkatkan kepuasan masyarakat (Nwokolo,
2022).

Remunerasi di lingkungan BKPSDM Kota Batu
berperan sebagai instrumen strategis untuk
membentuk perilaku kerja positif ASN, dengan
fokus pada peningkatan disiplin, kesadaran
tanggung jawab, dan pengembangan kompetensi.
Kebijakan ini mendorong pegawai untuk hadir tepat
waktu, mematuhi prosedur kerja, dan menjalankan
tugas secara akuntabel, sehingga tercipta budaya
kerja yang lebih tertib dan profesional. Selain itu,
sistem remunerasi ini menumbuhkan kesadaran
akan pentingnya kompetensi sebagai modal kinerja,
meskipun realitas di lapangan masih menunjukkan
adanya kesenjangan kemampuan antar ASN
(Hutabarat, 2019). Remunerasi di BKPSDM Kota
Batu lebih berfungsi sebagai investasi sumber daya
manusia yang efeknya akan semakin nyata seiring
konsistensi implementasi kebijakan dan perbaikan
kompetensi aparatur.

Remunerasi berbasis kinerja mengurangi
potensi diskriminasi dalam pemberian tunjangan.
Hal ini memperkuat persepsi keadilan di lingkungan
kerja. Meski kesenjangan kompetensi masih ada,
kebijakan =~ ini  mendorong = ASN  untuk
mengembangkan kapasitas agar dapat bersaing
secara schat (Thneibat & Sweis, 2023). Proses
evaluasi kinerja mendorong interaksi intensif antara
atasan dan bawahan, yang pada gilirannya
memperkuat koordinasi kerja. Komunikasi ini
penting untuk menyamakan persepsi target,
memberikan umpan balik, dan membangun
kepercayaan di lingkungan kerja (Sugiarti, 2021).

Penerapan kebijakan remunerasi di Kantor
Dinas Sosial Kabupaten Malang menunjukkan hasil
pada peningkatan kinerja terukur, penguatan
profesionalisme, dan percepatan layanan kepada
masyarakat. Penerapan sistem remunerasi dalam
birokrasi terbukti memberikan dampak signifikan
terhadap percepatan proses administrasi dan
peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
(Sorn et al., 2023). Implementasi remunerasi
berperan sebagai pendorong efisiensi kerja, yang
tercermin dari penyelesaian tugas lebih cepat dan
pengurangan hambatan birokrasi. Selain itu,
integrasi sistem remunerasi dengan penilaian kinerja
berbasis teknologi, setiap pencapaian ASN dapat
terekam secara real-time, memberikan dasar yang
jelas bagi pemberian insentif. Efek terhadap kinerja
bersifat langsung dan signifikan, karena adanya
insentif yang jelas memacu pegawai untuk bekerja
lebih efektif, disiplin, dan sesuai target (Paulus,
2022). Dampak pada pelayanan publik pun dapat
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dirasakan secara nyata, dengan peningkatan
kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan.

Kebijakan remunerasi pada Dinas Sosial
Kabupaten Malang mendorong munculnya ASN
yang kompeten, termotivasi, dan memiliki orientasi
pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Pegawai ASN yang memiliki
keterampilan memadai dan didorong oleh insentif
nyata mampu memberikan pelayanan publik yang
responsif, inovatif dan Akuntabel. Oleh sebab itu,
implementasi remunerasi Dinas Sosial Kabupaten
Malang ini memperkuat citra birokrasi sebagai
lembaga yang profesional dalam mewujudkan
pelayanan publik yang berkelanjutan.

Selanjutnya, penerapan kebijakan remunerasi di
Dinas Sosial Kota Malang menunjukkan hasil yang
menitikberatkan pada penguatan profesionalisme,
transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan
perilaku negatif seperti korupsi dan nepotisme.
Sistem penilaian berbasis data dan mekanisme
pemberian tunjangan yang transparan membuat
ASN lebih sadar akan adanya pengawasan, sehingga
memacu mereka untuk menjaga integritas dan
konsistensi dalam menjalankan tugas. Efek terhadap
kinerja sangat kuat pada aspek integritas dan
akuntabilitas, karena setiap pegawai memahami
bahwa setiap tindakan dan hasil kerjanya
terdokumentasi serta berdampak langsung pada
penghargaan yang diterima (Labetubun & Dewi,
2022). Dampak terhadap pelayanan publik pun
terasa  langsung dan  signifikan, dengan
meningkatnya kecepatan, ketepatan, dan kualitas
layanan yang disertai komitmen terhadap prinsip-
prinsip integritas. Hal ini tidak hanya memperbaiki
efisiensi  birokrasi, tetapi juga membangun
kepercayaan  masyarakat  terhadap layanan
pemerintah yang bersih, adil, dan berkualitas.

Secara keseluruhan, penerapan remunerasi
yang dirancang dengan prinsip tata kelola yang baik
(good governance) berpotensi untuk memberikan
dampak pada tiga aspek penting: perubahan
perilaku, motivasi kerja, dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Remunerasi yang dikelola secara
profesional bukan hanya instrumen penggajian,
tetapi juga alat strategis untuk membentuk perilaku

aparatur, memelihara motivasi kerja, dan
memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,
akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat.
Kesimpulan

Remunerasi yang transparansi, dan

akuntabilitas menjadi instrumen strategis dalam
reformasi birokrasi, karena mendorong perubahan
perilaku aparatur sipil negara (ASN) menuju
kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan kerja, serta
menghindari pelanggaran etika akibat keterkaitan
langsung antara tindakan dengan hak finansial.
Sistem berbasis kinerja yang objektif dan terukur
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meminimalkan potensi nepotisme serta
penyalahgunaan wewenang, sekaligus
meningkatkan motivasi kerja melalui insentif yang
terkait langsung dengan pencapaian target.
Lingkungan kerja yang kompetitif dan adil
menumbuhkan dorongan tidak hanya dari imbalan
materi, tetapi juga pengakuan profesional, sehingga
perilaku positif dan motivasi yang terjaga
berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas
pelayanan publik. Dampaknya, layanan menjadi
lebih cepat, tepat, responsif, dan bebas dari
pungutan liar, yang pada gilirannya meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Dengan
demikian, remunerasi yang dikelola secara
profesional tidak hanya meningkatkan kinerja ASN,
tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan
yang bersih, berintegritas, dan akuntabel. Untuk
memperkuat bukti empiris, penelitian lebih lanjut
disarankan mengkaji dampak remunerasi terhadap
kualitas pelayanan publik secara kuantitatif guna
mengukur hasil, menentukan nilai signifikansinya,
serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam
jangka panjang.
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